MANTAN SEKWAN RIAU M JADI CALON TERSANGKA
DUGAAN SPPD FIKTIF
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Sumber gambar:
https://riau.antaranews.com/berita/418169/mantan-sekwan-riau-m-jadi-calon-tersangka-dugaan-sppd-fiktif

Mantan Sekretaris Dewan Riau berinisial M terancam jadi tersangka atas dugaan
korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2020-2021 sebesar
Rp195 milliar.

Direskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro saat dikonfirmasi, Rabu,
menyebutkan hal ini sesuai hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Koortastipikor Mabes
Polri, Selasa (17/6).

"Ditemukan dua alat bukti dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan
kerugian negara sebesar Rp195,9 milliar terhadap M selaku pengguna anggaran,” sebutnya
melalui pesan WhatsApp.

Dikatakan Kombes Ade, M dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah notulen gelar
perkara dalam ditandatangani oleh Kakortas Tipidkor Polri.

Selanjutnya, penyidik akan mengelompokkan pihak yang terlibat sehingga diketahui
peran dari masing-masing pihak, baik yang memiliki kewenangan besar dalam pencairan
SPPD fiktif, hingga pihak yang paling diuntungkan.
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Diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Riau menemukan sebagian besar
perjalanan dinas yang tercatat dalam anggaran Sekretariat Dewan (Setwan) Riau tahun
2020-2021 bersifat fiktif.

Diketahui ribuan tiket pesawat dan penginapan hotel dalam dokumen yang dibuat
ialah palsu sehingga menyebabkan kerugian negara dalam nominal yang besar.

Sumber berita:

1. https://riau.antaranews.com/berita/418169/mantan-sekwan-riau-m-jadi-calon-
tersangka-dugaan-sppd-fiktif/ Mantan Sekwan Riau M jadi calon tersangka dugaan
SPPD fiktif, 18 Juni 2025;

2. https://www.riausatu.com/hukrim/42915371198/korupsi-sppd-fiktif-dprd-riau-
muflihun-jadi-calon-tersangka-besok-penetapan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau,
Muflihun Jadi Calon Tersangka, Besok Penetapan, 18 Juni 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian
dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut
disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan
kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,
perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu
pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta
benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada
terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak
melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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